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Abstract: Empowering the Poor Through Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-
SP). The purpose of this study to identify and analyze the empowerment of the poor through
programs UED-SP in Kuala Terusan, District Kerinci, Pelalawan, Riau Province. The research
method used is descriptive survey approach, at research that seeksto tell the existing problem-
solving that comeswith the existing literature. Data coll ection techniques performed in research
thisin threeways, namely interviews, written sources (documentation), fitted with aquestionnaire.
Theresults showed the performance management program UED-SP judged by the public, especialy
the beneficiaries of the program are considered good.

Abstrak: Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan
Pinjam (UED-SP). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program UED-SPdi KualaTerusan, Kecamatan Kerinci,
Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Metode penelitian menggunakan pendekatan survey yang
bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang
adayang dilengkapi dengan literatur yang ada. Teknik pengumpul an datayang dilakukan dalam
penelitian ini melalui tigacara, yaitu wawancara, sumber-sumber tertulis (dokumentasi), dileng-
kapi dengan kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan kinerja pengel ola Program UED-SPdinilai

oleh masyarakat terutama para penerima program dianggap sudah baik.
Kata Kunci: Pemberdayaan, masyarakat miskin, Program UED-SP

PENDAHULUAN

Masal ah kemiskinan memang telah lamaada.
Padamasaldumasyarakat menjadi miskin bukan
karenakurang pangan, tetapi miskin daam bentuk
minimnyakemudahan atau materi. Dari ukuran
modern masakini masyarakat miskin dikate-
gorikan kepadamerekayang tidak menikmati
fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan
kemudahan-kemudahan lainnyayang tersedia
padazaman modern ini. Kemiskinantelah men-
jelmasebaga suatu penyakit soga ekonomi bagi
hampir seluruh masyarakat dunia. Namun di
Indonesia ada dua kondisi yang menyebakan
kemiskinan bisaterjadi. Pertama, kemiskinan
damiahyang terjadi antaralain diakibatkan oleh
keterbatasan sumber daya alam, penggunaan
teknologi yang rendah dan bencanadam. Kedua,
kemiskinan buatan terjadi karena lembaga-
lembagayang adadi masyarakat membuat seba-
gian anggota masyarakat tidak mampu me-
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nguasal saranaekonomi dan berbagai fasilitas
lainnyayang tersedia, sehinggamerekatetap
miskin.

Oleh karenaitu, kemiskinan merupakan
masal ah kompleksyang dipengaruhi oleh ber-
bagai faktor yang saling berkaitan, antaralain:
tingkat pendagpatan, kesehatan, pendidikan, akses
terhadap barang danjasa, lokas, geogréfis, gen-
der, dankondig lingkungan. Mengacu padastra:
tegi nesond penanggulangankemiskinandefinid
kemiskinan adalah kondis di manaseseorang
atau sekelompok orang, laki-laki dan perem-
puan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnyauntuk
mempertahankan dan mengembangkan kehi-
dupan yang bermartabat.

Kemiskinantidak lagi dipahami hanyase-
batasketi dakmampuan ekonomi, tetapi jugake-
gagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbe-
daan perl akuan bagi seseorang atau sekel ompok
orang dalam menjalani kehidupan secaraber-
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martabat. Hak-hak dasar yang diakui secara
umum meliputi terpenuhinyakebutuhan pangan,
kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan,
air bersih, pertanahan, sumberdayaaam, dan
lingkungan hidup, rasaaman dari perlakukan
atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk
berpartisipas dalam kehidupan sosial-politik,
baik bagi perempuan maupun [aki-laki.

Berdasarkan uraian tersebut bahwadalam
usshamengatas masal ah kemiskinan diperlukan
kgianyang menye uruh (comprehensif), sehingga
dapeat dijadikan acuan dalam merancang program
pembangunan kesgj ahteraan sosial yang lebih
menekankan padakonsep pertolongan. Dimana
konsep pertol ongan merupakan upayamenolong
yang lemah atau tidak berdaya(powerless) agar
mampu berdayabaik secarafisik, mental dan
pikiran untuk mencapal kesgahteraan hidupnya
Sebab pemberdayaan merupakan suatu proses
peningkatan kondis kehidupan dan penghidupan
yang ditujukan kepada masyarakat miskin.
Karenamasyarakat miskin merupakan sumber
dayamanusiayang berpotens untuk berfikir dan
bertindak yang padasaat ini memerlukan pe-
nguatan agar mampu memeanfastkan daya(power)
yangdimiliki.

Untuk itu sl ah satu langkah Strategisdaam
mel akukan pemberdayaan masyarakat adalah
dengan membangun ekonomi |oka masyarakat,
sehinggamasyarakat nantinyadapat berdaya
dengan kekuatan perekonomian yang ada di
daerahnya. Sebab pembangunan ekonomi lokal
mengarah kepada: Pertama, usaha untuk pe-
nguatan daya saing ekonomi lokal untuk pe-
ngembangan ekonomi daerah. Kedua, proses
dimanapemerintahloka danorganisas berbasis
masyarakat terlibat dalam mendorong, merang-
sang atau memeliharaaktivitas usahadan atau
penciptaan lapangan kerja. Ketiga, sebagai
solusi dalam pemulihan dan pengembangan
perekonomian nasiond, terutamada am penda-
yagunaan potens ekonomi di masing-masing
daerah dengan berbasi s padasumberdayayang
dimiliki oleh masyarakatnyamasing-masing.

Ddam upayapengentasan kemiskinan harus
diprioritaskan lebih optimal dalam pena-
nganannya, yang lebih penting lagi sesuai de-

ngan UUD 1945 yang terteradi dalamnyade-
ngan kebijakan Negara Kesatuan Republik
Indonesiasistemn perekonomian kitayang ber-
bunyi: Perekonomian telah ditetapkan atas
dasar-dasar itu supaya diupayakan untuk pe-
ngentasan kemiskinan yang harusdilakukan.

Menurut Surjono (2007) mengemukakan
bahwakemi skinan | ebih ditekankan padakon-
disi miskin sebagai individu yang membe-
dakannya dari orang lain yang tidak miskin.
Dengankatalain, kemiskinan digunakan sebagai
carauntuk mengklasifikasikan bahwaindividu
dikatakan miskin gpabiladiatidak mempunyai
kemampuan untuk memenuhi kebutuhan normdl-
nya

Menurut Sudantoko (2009), kemiskinan
terbagi atastiga, yaitu kemiskinan relatif, ke-
miskinan absolut, kemiskinan struktural dan
kultural. Kemiskinan relatif merupakan kondis
masyarakat karenakebijakan pembangunanya-
ng belum mampu menjangkau seluruh lapisan
masyarakat sehingga menyebabkan ketimpa-
ngan distribusi pendapatan. K emiskinan se-
caraabsol ut ditentukan berdasarkan ketidak-
mampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok
minimum. Kemiskinan struktural dan kultural
merupakan kemiskinan yang disebabkan kon-
dis struktur dan faktor-faktor adat budayadari
SUatu deerah tertentuyang membd enggu sessorang.

Upaya pengentasan kemiskinan dalam
rangkapemberdayaan masyarakat terutamadi
daerah pedesaan harus dipahami sebagal upaya
yang bertujuan untuk memberi ruang gerak,
fasilitas publik dan kesempatan-kesempatan
yang kondusif bagi tumbuhnyakemampuan
kelompok masyarakat miskin untuk mengatas
masa ah merekasendiri, dan tidak dengan me-
nekan merekake pinggir atau posis ketergan-
tungan.

Upaya pengentasan kemiskinan dalam
rangkapemberdayaan masyarakat pengentasan
di daerah pedesaan harus dipahami sebagal
upaya yang bertujuan untuk memberi ruang
gerak, fasilitas publik dan kesempatan-
kesempatan yang kondusif bagi tumbuhnya
kemampuan kelompok masyarakat miskin
untuk mengatas masalah mereka sendiri dan
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tidak dengan menekan mereka keposisi ke-
tergantungan.

Upaya pengentasan kemiskinan adalah
proses pemberdayaan terhadap masyarakat
miskinitu sendiri. Pemberdayaan sddumengacu
kepadakel ompok masyarakat yang beradapada
lapisan bawah. Siagian (2002) mengemukakan
bahwa pemberdayaan sumber daya manusia
adal ah upayayang dil akukan untuk menggali
dan membangkitkan segenap potens yang ada
dalam diri manusia itu agar dapat memberi
manfaat bagi diri dan lingkungannya. Sesung-
guhnya manusia punya potensi adakalanya
potensi itu bangkit dengan sendirinyaadakala
potens itu bangkit perlu digerakkan.

Sumaryadi (2005) menyatakan bahwa
pemberdayaan ada ah mendapatkan kekuasaan
untuk membuat suaramerekadi dengan untuk
memberikan konstribusi kepada perencanaan
dan keputusan yang dapat mempengaruhi se-
seorang untuk menggunakan keahlian di tempat
kerjauntuk meningkatkan kinerjaorang ter-
sebut dan kinerjaseluruh organisasi.

Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan
Pinjam (UED-SP) di Kabupaten Pelalawan
dilaksanakan bertujuan untuk mempercepat
penanggulangan kemiskinan melaui pengem-
bangan ekonomi yang dapat menunjang pening-
katan pendapatan masyarakat dengan pem-
berian dana usaha desa menuju kemandirian
desa. Pelaksanaan Program UED-SPdi Keca
matan Kerinci sudah berjalan di DesaKuala
Terusan.

Penditianini bertujuanuntuk mengetahui dan
menganalisa pelaksanaan pemberdayaan
masyarakat miskinmelaui Program UED-SPdi
KuaaTerusan, Kecamatan Kerinci, Kabupaten
Peldawan, Proving Riau.

METODE PENELITIAN

Metodeyang digunakan daam pendlitianini
adalah metode penelitian survey yang bersifat
deskriptif, yaitu pendlitian yang berusahauntuk
menuturkan pemecahan masalah yang adayang
dilengkapi dengan literatur yang ada. Teknik
pengumpulan datayang dilakukan dalam pe-

nelitianini melalui tigacara, yaitu wawancara,
sumber-sumber tertulis (dokumentasi), dileng-
kapi dengan kuisioner. Wawancaradilakukan
untuk melengkapi datayang diperoleh dari pe-
nyebaran kuisioner, sehinggainformas yang
didapatkan dalam penelitianini nantinyalebih
akurat dan sempurna, selainitujugadigunakan
untuk mendapatkan verifikas datayang diperoleh
melalui pengambilan data utama dan doku-
mentas. Pengumpulan datamelaui penyebaran
kuisioner adal ah penyebaran angket/pertanyaan
yang sifatnyatertutup dikombinasikan dengan
terbuka. Untuk keperluan pengumpulan data
sel engkapnyaditetapkan sgjumlah responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat dua konsep penting yang perlu
dipahami terlebih dahulu sebel um merumuskan
pengertian pemberdayaan. Kedua konsep
dimaksud adalah konsep pemberdayaan dan
memberdayakan. K eberdayaan dalam kontek
diri dan masyarakat addah kemampuanindividu
yang bersenyawada am masyarakat dan mem-
bangun keberdayaan masyarakat yang ber-
sangkutan. Kartasasmita (1996) menegaskan
jikaddam suatu masyarakat yang sebagian besar
anggotanyasehat fisk dan mentd, terdidik dan
kuat, tentunyamemiliki keberdayaanyangtinggi.
Di sampingitu, adgpulanila-nila ingringk ddam
masyarakat yang jugamenjadi sumber keber-
dayaan, seperti kekd uargaan, kegotong-royongan
dan bagi Indones aada ah kebhinekaan.

K eberdayaan merupakan unsur dasar yang
memungkinkan suatu masyarakat betahan, dan
daam pengertian yang dinamismengembangkan
diri dan mencapai kemajuan. Memberdayakan
diri dan masyarakat adalah upaya untuk me-
lepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan
keterbelakangan. Dengan kata lain mem-
berdayakan ada ah memampukan dan meman-
dirikan anggotamasyarakat. Dalam pengertian
ini, upayamemberdayakan diri dan masyarakat
harusdilakukan.

Desa Kuala Terusan Kecamatan Kerinci
adalah salah satu desadi Kabupaten Peldawan
yang telah melaksanakan UsahaEkonomi Desa
Simpan Pinjam. Secara umum Pada Tingkat
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Kepatuhan (compliance) Birokrasi diketahui
bahwakey informan mengetahui adanyainfor-
meas atau sosiaisas tentang program UED-SP
yang dilakukan oleh pihak pengelolaprogram
atau aparatur desa.

Pengetahuan masyarakat desa tentang
Program UED-SP ini dikarenakan adanya
sosiadisas yang telah dil akukan oleh pemerin-
tahan setempat. Pengetahuan masyarakat
tentang program UED-SPtersebut jugadiikuti
dengan pengetahuan merekatentang proses
penentuan kelompok sasaran yang akan di-
jadikan calon penerima program UED-SP di
desaKualaTerusan, sebagian besar informan
mengetahui bahwa proses penentuan kel ompok
sasaran program adal ah masyarakat desakuaa
terusan yang mengajukan proposal kegiatan,
artinyamasyarakat mengetahui bahwauntuk
penentuan kelompok sasaran merekaharusah
memiliki usahayang mempunyai potens yang
bagus untuk di kembangkan. Usaha tersebut
harud ah memenuhi ketentuan-ketentuan yang
ditetapkan oleh pihak pengel olaprogram atau
aparatur desa.

Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan
oleh pengelolaprogram UED-SP sebagai calon
penerimaprogram atau kelompok sasaran akan
disosialisas kan padasaat program akan dilak-
sanakan dan seleks penentuan kel ompok sasaran
yang akan dijadikan calon penerimaprogram.
Secaraumum persyaratan tersebut add ah bahwa
caon penerimaprogram harusmemiliki program
atau usaha yang jelas untuk dilaksanakan.
Peminjaman modal pada UED-SPjugameng-
gunakan angguna yang sesual dengan besaran
moda yang akan dipinjam. Sdanjutnya syarat
adminigratif yangharusmerekalengkgpl antaralan
kartu kdluargadan Kartu TandaPenduduk (KTP).

Has| pendlitian menunjukkan bahwa, bukan
pengetahuan tentang persyaraannyayang mereka
persoalkan tetapi persayaratan yang meng-
gunakan anggunalah yang mereka beratkan,
karenakondis kemiskinanyang membelenggu
mereka, sehinggamerekatidak memiliki akses
kepemilikan modal . Karenanyapadaakhirnya
membuat program ini berjaantidak maksmal.
Rata-ratamasyarakat yang memula usahanya

harus berfikir anggunaapayang merekaharus
jaminkan, sementara kepemilikan mereka
terhadap hal tersebut sangat terbatas. Itulahyang
terkadang menjadi persoalan bagi masyarakat
yang menyebabkan merekatidak berpartisipas
penuh pada program ini. Pada pelaksanaan
Program UED-SP seluruh peserta program
mengetahui bagaimanakualitas ketersediaan
Sumber Daya(SDM danfasilitaskerja) penge-
lolaUED-SP meaui pengamatan dan interaks
yang merekalakukan jugaterlihat dari laporan
bulananyang merekadapatkan disdtigp bulannya
Penilaian terhadap kinerjapengelolaProg-
ram UED-SPdinila oleh masyarakat terutama
parapenerimaprogram dianggap sudah baik.
Ini terbukti dari seringnyasosialisasi tentang
program yang dilakukan, selain paraanggota
program jugasaling kena secarapribadi dengan
pengel olaprogram yang merupakan bagian dari
masyarakat DesaKudaTerusan. Kondid ini satu
S5 sangat menguntungkan karenamemudahkan
sosdisas karenakomunikas yangteahterbagun
denganbaik, namundi 95 lainterkadang menim-
bulkan masalah karenapenilaian caon penerima
menjadi dipengaruhi oleh faktor kedekatan
antarapenge oladan penerimaprogram, meskipun
kasusini sangat jarang terjadi.
Karenakomunikas yangterjdin cukup baik
makaantarapelaksana Program UED-SP desa
KudaTerusanyangterdiri dari pihak pengelola,
pihak aparatur desa dan pihak parapenerima
program terjadi koordinasi yang baik. Untuk
evaluas kegiatan dalam pel aksanaan kegiatan,
parapenerimaprogram jugamengetahui bahwa
pelaksanaan UED-SPdi DesaKualaTerusan
diawas oleh pihak lembaga pengawas yang
sudah ditunjuk oleh pihak desaatau kecamatan.
Hal ini diketahu oleh masayarakat dari adanya
pihak-pihak yang datang dan bertemu serta
memal ukanpenilaian terhadap parapengelola
kegiatanjugadapat diketahui langsung dari pihak
pengel olayang menj el askan kepada penerima
program bahwamerekada am berkerjasebagai
pengelolajugamendapat penilaian dan diawas
oleh pemerintahan setempat baik dari pihak desa
maupun kecamatan. Hal inilah yang selalu
diingatkan oleh pengel olaagar kegiatan tersebut
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dapat berlangsung tanpa ada masalah baik
interna maupun eksterndl.

Prosesevauad ini jugaberlanjut padasanks
yang diberikan kepadapenerimaprogram UED
-SP, apabila tidak mampu untuk melakukan
pembayaran sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Hal ini dilakukan sebagai upayaagar
kons stens kegiatan tetap berlangsung danmas-
yarakat sebagal penerima program tetap ter-
motivas untuk menjadikan usahanyalebih pro-
duktif lagi. Parapenerimaprorgam mengetahui
dengan jeasbahwaapabilamerekatidak mampu
mengembalikan modal yang mereka pinjam,
maka anggunan yang merekajaminkan akan
diambil atau disitaoleh pel aksanaatau pengelola
program.

Pemberdayaan bukan hanyameliputi pe-
nguatanindividu anggotamasyarakat, tetapi juga
pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai
budayamodern seperti kerjakeras, hemat, ke-
terbukaan, tanggung jawab ada ah bagian pokok
dari upaya pemberdayaan tersebut. Demikian
pulapembaharuan |lembaga-lembagasosia dan
pengintegrasiannyake dalam kegiatan pemba-
ngunan sertaperan masyarakat di dalamnya

Demian puladengan program UED-SP di
Desa Kulala Terusan, pranata seperti keter-
sediaan saranadan prasaranamenjadi bagian
penting dari program tersebut. Dalam hal pe-
nyusunan proposa permohonanuntuk memperolen
danapinjaman UED-SPdi DesaKualaTerusan
ternyata belum terlaksana dengan baik. Ke-
gagd an masyarakat secaraluasdaam program
ini salah satunyadi sebabkan karenaaspek teknis
yang belum terlaksana. Aspek teknistersebut
meliputi bimbingan teknis membuat proposal
untuk mengg ukan pinjaman moda, sebagamana
diketahui keterbatasan masyarakat karena
rendahnya pendidikan membuat merekatidak
mampu memaparkan program secarakonseptud
yang memadai. Sebagai an besar informantidak
mengetahui informasi tentang penyusunan
proposal permohonan untuk memperoleh dana
pinjaman UED-SP. Sehingga pada akhirnya
merekatidak semuanyamendapatkan kesempa:
tan untuk mengemebangkan usahaatau men-
dapat pinjaman moda baru untuk usshamereka.

K etidak tahuan merekatentang prosedur
pembuatan proposal usulan pinjaman juga
diimbangi dengan pengetahuan merekatentang
kreteria-kreteria atau syarat-syarat apa sgja
yang ditetapkan oleh pengelolaprogram UED —
SP agar masyarakat bisa mengikuti program
tersebut. Banyak dari calon peserta program
hanyamengetahui bahwauntuk dapat pinjaman
modal dari program tersebut hanya ah memiliki
usahadan anggunan, namun sebenarnyalebih
dari itu, seorang calon peminjam modal pada
program ini haruslah bertanggung jawab dan
mempunyai keinginan yang besar untuk berkem-
bang dan bukan menjadikan pinjamanini satu-
satunyacarauntuk berusaha, namun semangat
untuk lepasdari belenggu kemiskinan adaah ha
yang lebih penting.

Dalam hal dukungan kel embagaan |okal,
informanmenila bahwapenge olaprogram UED
-SP dalam menyel esaikan permasal ahan pene-
rimaprogram dantingkat pemahaman pengelola
program ataupun penerima program dalam
pel aksanaan program dilakukan melalui koor-
dinas dan komunikas antarapengelola, peme-
rintah setempat dan masyarakat penerimaprog-
ram. Kendalayang dihadapi antaralain adalah
pemehaman yang tidak optimal dari pengelola
dan dayakrestivitasddam menerimainformas
oleh penerimaprogram. Beberapakasus me-
nunjukkan bahwakel emahan pengelolaadaah
pemehaman philosofisdari program pember-
dayaan ini dan aspek-aspek teknis lainnya.
Sedangkan dari pihak penerima program,
ketidak tahuan dan karenatingkat pendididkan
yang rendah meyebabkan keingin tahuan dan
pemehaman aspek teknismasih sangat kurang.
Ini dapat dilihat dari masih banyak masyarakat
ca onpenerimayprogram be ummengetahui dengan
jelasbagaimanamembuat proposal peminjaman
modal yang benar, agunan seperti gpayang bisa
mereka berikan serta bagaimana manajemen
pengelolaan moda yang efisien sehinggamodal
yang diberikan dapat berkembang secarameksmdl.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pel ak-
Sanaan pemberdayaan masyarakat miskinmddui
Program UED-SPdi DesaKuaaTerusan meli-
puti rasaketakutan untuk tidak bisamengem-
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balikan modal. K etakutan akan anggunayang
akan hilang, ketakutan usahayang dilakukan
tidak berhasil. Faktor lainnyaadal ah ketidak-
nyamanan dan tidak ada perubahan dalam
pel aksanaan kebijakan.

SIMPULAN

Penilaianterhadap kinerjapengel olaProg-
ram UED-SPdi DesaKudaTerusandinila oleh
masyarakat terutama para penerimaprogram
dianggap sudah baik. Kendalayang dihadapi
antaralain ada ah pemahamanyangtidak optima
dari pengel oladan dayakrestivitasddam mene-
rimainformas oleh penerimaprogram. Bebergpa
kasusmenunjukkan bahwake emahan pengdlola
add ah pemahaman philosofisdari program pem-
berdayaan ini dan aspek-aspek teknislainnya.
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